




Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6906); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 799); 

27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07); 

28. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang 

Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 

08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Dompu Nomor 15). 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Dompu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan daerah. 

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda 

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dompu. 

7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat 

Perbup adalah Peraturan Bupati Dompu. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKUD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 

pada bank yang ditetapkan. 

10. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke 

kas Daerah. 

11. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari 

kas Daerah. 



12. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

13. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

14. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

15. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

16. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil 

penyertaan modal daerah dan dirinci menurut 

objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

17. Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah 

selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan 

sub rincian objek. 

18. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber 

dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek 

dan sub rincian objek. 

19. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 

pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah 

dan pendapatan transfer. 



20. Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau 

luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

21. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari 

RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh 

daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 

sebagai pengurang ekuitas yang merupakan 

kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 

22. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah 

yang member manfaat jangka pendek. 

23. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan 

untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan 

kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, 

pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN 

dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

24. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang 

digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang 

akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka 

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan 

Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah 

yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. 

25. Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau 

jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 



pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

26. Belanja bantuan sosial adalah belanja yang 

digunakan untuk menganggarkan pemberian 

bantuan kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara 

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

27. Belanja modal adalah belanja yang digunakan 

untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan 

aset lainnya. 

28. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

29. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah 

lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah desa. 

30. Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan 

untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber 

dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada 

kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

pemerintahan desa. 

31. Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang 

dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, 



kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

32. Surplus dan defisit adalah selisih antara 

pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau 

defisit APBD. 

33. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan 

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada Tahun 

Anggaran berkenaan maupun pada Tahun 

Anggaran berikutnya. 

34. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan 

yang periu dibayar kembali baik pada Tahun 

Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

Tahun Anggaran berikutnya. 

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 

anggaran. 

36. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang 

akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun 

Anggaran berikutnya. 

37. Pemberian pinjaman daerah adalah pinjaman 

daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, 

pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, 

dan/atau masyarakat. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar 

Rp.1.235.072.197.473,00  bertambah sebesar 

Rp.84.553.658.813,00 sehingga menjadi 

Rp.1.319.625.856.286,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

 

 



1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp.1.195.084.385.960,00 

b. Bertambah Rp.100.816.359.085,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 

Rp.1.295.900.745.045,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.1.235.072.197.473,00 

b. Bertambah Rp.84.553.658.813,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

Rp.1.319.625.856.286,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp.39.987.811.513,00 

2) Berkurang Rp.16.262.700.272,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan Rp.23.725.111.241,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp.0,00 

2) Bertambah Rp.0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan Rp.0,00 

   Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan 

sebesar Rp23.725.111.241,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp.0,00 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

terdiri dari : 

  

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang 

diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 



 

2. Lampiran II Rincian APBD menurut 

urusan Pemerintahan 

Daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 

 

 

3. Lampiran III Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

hibah; 

 

 3.1 Lampiran III.a Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

hibah berupa uang yang 

diterima serta SKPD pemberi 

hibah; 

 

 3.2 Lampiran III.b Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

hibah berupa barang yang 

diterima serta SKPD pemberi 

hibah; 

 

4. Lampiran IV Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

bantuan sosial; 

 

 4.1 Lampiran IV.a Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

bantuan sosial berupa uang 

yang diterima serta SKPD 

pemberi bantuan sosial; 

 

 4.2 Lampiran IV.b Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

bantuan sosial berupa barang 

yang diterima serta SKPD 

pemberi bantuan sosial; 

 



5. Lampiran V Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran bantuan 

keuangan; 

 

 5.1 Lampiran V.a Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran bantuan 

keuangan bersifat umum 

yang diterima serta SKPD 

pemberi bantuan keuangan; 

 

 5.2 Lampiran V.b Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran bantuan 

keuangan bersifat khusus 

yang diterima serta SKPD 

pemberi bantuan keuangan; 

 

6. Lampiran VI Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran belanja 

bagi hasil pajak daerah; 

 

 6.1 Lampiran VI.a Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran belanja 

bagi hasil pajak daerah 

kepada Pemerintah 

Kabupaten; 

 

 6.2 Lampiran VI.b Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran belanja 

bagi hasil pajak daerah 

kepada Pemerintah Kota; 

 

 6.3 Lampiran VI.c Daftar nama penerima, 

alamat dan besaran belanja 

bagi hasil pajak daerah 

kepada Pemerintah Desa; 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 




